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Abstrak
 

Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimanakan status tanah yang telah diberikan hak konsesi dan legalitas

dari kepemilikan grondkaart oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) khususnya dalam daerah eks swapraja

Kesultanan Deli sesuai Putusan Nomor 808/PD.T/2019/PN.Mdn. Tulisan ini disusun dengan menggunakan

metode penelitian doktrinal. Konsesi merupakan perjanjian yang dibuat pemerintah atau kepala daerah

bersama dengan pihak swasta dan atau masyarakat adat, yang sifatnya khusus berisikan izin serta pemberian

wewenang secara terbatas oleh pemerintah setempat. Grondkaart merupakan peta tanah yang dikuasai oleh

perusahaan kereta api pada masa kolonial dan sesuai fungsinya merupakan pedoman dalam penguasaan

tanah salah satunya adalah dalam pemberian konsesi. Pada praktiknya tanah setelah diberikan hak konsesi

pada daerah Kesultanan Deli tidak tertampung pengaturan kepemilikannya pada Undang-Undang Pokok

Agraria, sebab daerah swapraja sendiri telah dihapus keberadaannya pada Undang-Undang Pokok Agraria.

Mengakibatkan terdapat kesulitan dalam pemulihan hak kepemilikan masyarakat Kesultanan Deli saat ini

terhadap lahan yang mereka miliki, terlebih sebelumnya terdapat nasionalisasi yang mengalihkan

kepemilikan mereka menjadi aset perusahaan yang sebelumnya perusahaan Belanda termasuk perusahaan

kereta api. Dalam praktiknya pada saat ini oleh perusahaan kereta api Indonesia setelah nasionalisasi dan

kemerdekaan, grondkaart digunakan sebagai pedoman dalam penertiban aset PT Kereta Api Indonesia

(Persero) akan tetapi kesulitan terjadi ketika terdapat sengketa akibat tidak dilakukan pengecekan atas

perolehan tanah yang berada dalam grondkaart tersebut.

......This paper analyzes the status of land that has been granted concession rights and the legality of

grondkaart ownership by PT Kereta Api Indonesia (Persero), especially in the former Sultanate of Deli

swapraja area according to Decision Number 808/PD.T/2019/PN.Mdn. This paper is prepared using

doctrinal research methods. Concession is an agreement made by the government or head of the region

together with private parties and or indigenous peoples, which specifically contains permission and limited

authority by the local government. Grondkaart is a land map controlled by the railroad company during the

colonial period and according to its function is a guideline in land tenure, one of which is in granting

concessions. In practice, land after being granted concession rights in the Deli Sultanate area is not

accommodated in the ownership arrangements in the Basic Agrarian Law, because the swapraja area itself

has been abolished in the Basic Agrarian Law. As a result, there are difficulties in restoring the ownership

rights of the Deli Sultanate community at this time for land that they own. Especially before there was

nationalization which transferred their ownership to company assets that were previously Dutch companies

including railroad companies. In practice at this time by the Indonesian railway company after

nationalization and independence, grondkaart is used as a guideline in controlling the assets of PT Kereta
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Api Indonesia (Persero) but difficulties occur when there is a dispute due to not checking the acquisition of

the land in the grondkaart.


